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TERKAIT WTP

BPK Bakal T eru§ “‘Men

PADANG, HALUAN — Badin
Pemeriksa Keuangan ( BPK)
Perwakilan Sumbar akan kem-
bali mengedukasi kepala dae-
rah tentang opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). BPK me-
nilai, WTP ini harusnya di-
pahami pemerintah daerah
sebagai hal yang wajib dalam
setiap laporan keuangannya.
Kepala Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Perwakilan
Sumbar, Yusnadewi, mengata-
kan, opini Wajar Tanpa Penge-

- cualian (WTP) itu memang

suatu keharusan bagi pemerin-
tah daerah (Pemda). Bahkan
bagi daerah yang tidak menca-
pai WTP akaif diberikan sanksi

yang sesuai dengan aturannya.

“Jadi, ke depan kami akan
mengedukasi kepada kepala
daerah agar memahami betul
WTP ini. Jangan sampai nanti
dapat WTP dari terlalu berle-
bihan,” katanya shat coffe fnor-
ning dengan media cetak, radio,
dan elektronik, di Kantor BPK
Perwakilan Sumbar Kamis (16/1).

Sekaitan dengan masih
adanya kepala daerah yang
meski.-mendapat WTP namun
akhirnya diciduk Komisi Pem-
beratgmsan Korupsi (KPK),
Yusnadewi, menilai bahwa
sebenarnya tidak ‘ada korelasi

-antara keduanya: Hanya saja,

kalau pun kepala daerah terse-
but mendapat WTP- dan yang
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menjadi temuan KPK adalah
hasil audit BPK, maka akan ada
proses lanjutannya.

“Namun, buktinya saat ini
yang terciduk KPK itu substan-
sinya bukén laporan keuangan-

;nya. Yang masuk itu malahan
“ada tentang gratifikasi dan suap.
Dan itu tidak masuk ke dalam
ranah- audit BPK,” katanya
didampingi Kepala Subauditorat
Sumbar II, Hari Fitrianto, Kepala
Sekretariat Perwakilan, Zaini
Auif Budiman, Kasubbag Humas
dan TU, Rita Rianti, dan pegawai
BPK lainnya. ¢
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Lanjutnya, dalam’ proses
audit BPK kalau ditemukan
pelanggaran keuangan maka
secara proses adminitrasi akan
tetap dilanjutkan di BPK,
sementara untuk proses hukum
akan tetap dilanjutkan melalui
penegak hukum.

“Setelah ada temuan itu maka
yang bersangkutan akan diberikan
waktu 60 hari kerja untuk bisa
mengembalikan besaran temuan
itu. Sementara kalau dalam waktu
itu tidak dikembalikan akan
diserahkan kepada penegak
hukum untuk diproses,” katanya,

gédukasj Kepala Daefah

BPK RI Perwakilan Sumbar menggelar coffe morning dengdn media di Padang Kamis (16/1).
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu sep

utar BPK RI, termasuk WTP yang gencar
dipromosikan kabupaten/kota.-

Dijelaskannya,  untuk
triwulan 1 ini; BPK saat ini
tengah melakukan audit
Laporan Keuangan Dacrah dan
Partai. Bahkan, untuk Pemda
itu sudah harus dilaporkan tiga
bulan setelah tahun anggaran
berakhir, Maret tahun. ini, -

~ Baru setelah itu ada laporan
tentang keuangan yang masuk
kepada opini WTP, yang akan
diumumkan pada Mei. “Tahun
2018 itu seluruh kabupaten/
kota dapat, namun untuk tahun
kemarin itu ada satu yang tidak
WTP. Tentu akan terus kita

'dukung agar kembali ke WTP
daerah itu. Pada Mei akan kita
umumkan daeah yang WTP,

“WDP; atau disclamer,” katanya.

‘Wntuk triwulan kedua, BPK.
akan melakukan audit tentang
kinerja Pemda dan juga tentang
audit berdasarkan fujuan ter-
tentu. Kalau ada temuan,
katanya, lembar temuan peme-
riksaan ini akan dibawa ke
kantor dan akan didiskusikan
dengan jenjang yang ada.
Nanti, setelah temuan itu sam-
pai di penanggung jawab akan
diumumkan

Konsep Hasil Pemeriksaan
(KHP) itu akan diberikan kepa-
dé yang bersangkutan, sehing-

ga bisa melakukan tindakan

sesuai dengan Standar Operasi
Prosedur (SOP). “Kalau pro-
sesnya sesuai nanti itu akan
dilaporkan kepada pimpinan di
pusat,” katanya.

Sementara itu, BPK lanjut-
nya, juga butuh der -
kan dari
perkuat kinerja BPK. A
.add program-program dan ke
a BPK yang memang harus
diketahui publik.

“Tentu melalui pertemuan
ini akan dapat menjalin sinergi
antara BPK «dan media ke
depan. Intinya dapat saling
mendukung dalam mewujud-
‘kan Sumbar_yang lebih baik,”
katanya. (h/isr). ;
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